BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1451, 2016 KEMENKEU. Pemberian Premi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145/PMK.04/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
243/PMK.04 /2011 TENTANG PEMBERIAN PREMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian premi bagi orang
perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang
berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan
dan/atau cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian
Premi;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian
premi dan dalam rangka penyelarasan ketentuan
pengajuan premi, perlu menyempurnakan ketentuan
mengenai pemberian premi bagi orang perseorangan,
kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam
menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243 /PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 113D ayat (4)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan dan Pasal 64D ayat (4) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

243 /PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011
tentang Pemberian Premi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 908);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
243 /PMK.04 /2011 TENTANG PEMBERIAN PREMI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 908), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan.
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2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

3. Premi di bidang Kepabeanan dan/atau Cukai yang
selanjutnya disebut Premi adalah penghargaan dalam
bentuk uang dan/atau lainnya yang diberikan kepada
orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit
kerja yang berjasa dalam mengungkap dan menangani
pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.

4. Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor
Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, dan
Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

7. Direktur adalah Direktur pada lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

8. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris
Direktorat Jenderal pada lingkungan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, diantara
ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(2a), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit
kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran
kepabeanan dan/atau cukai berhak memperoleh
Premi.
(2) Berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan

dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1) adalah berjasa dalam menangani:

a. pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau
cukai, meliputi memberikan informasi,
menemukan baik secara administrasi maupun
secara fisik, mempertahankan temuan yang
diajukan upaya hukum, sampai dengan
menyelesaikan penagihan; atau

b. pelanggaran pidana kepabeanan dan/atau
cukai, meliputi memberikan informasi,
melakukan penangkapan, penyidikan, dan
penuntutan.

(2a) Termasuk dalam cakupan berjasa dalam
menangani pelanggaran pidana kepabeanan dan
cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah berjasa dalam memberikan bantuan hukum
kepada unit yang menghadapi permohonan
praperadilan sebagai termohon.

(3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari:

o

sanksi administrasi berupa denda;

sanksi pidana berupa denda;

c. hasil lelang barang yang berasal dari tindak
pidana kepabeanan dan/atau cukai;

d. nilai atas barang yang menurut peraturan
perundang-undangan tidak boleh dilelang;
dan/atau

e. sanksi administrasi berupa denda atas
pelanggaran pembawaan uang tunai dan/atau
instrumen pembayaran lain.

(3a) Dalam hal barang yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak boleh dilelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa uang tunai
dan/atau instrumen pembayaran lain yang disita
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai dari tindak pidana kepabeanan dan cukai
dan dirampas berdasarkan putusan pengadilan, premi

diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai
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uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain
dimaksud.

(4) Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (34) diberikan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Pemberi informasi atau pelapor yang memberikan
petunjuk atau bantuan nyata sehingga dapat
dilakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diberikan bagian dari Premi paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3

Terhadap Premi sebesar 50% (lima puluh persen) dari

sanksi administrasi berupa denda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan
dengan ketentuan:

a. penetapan atas pengenaan sanksi administrasi
berupa denda tidak diajukan keberatan;

b. penetapan atas pengenaan sanksi administrasi
berupa denda yang diajukan keberatan dan
keberatan tersebut telah mendapat keputusan
penolakan serta tidak diajukan banding;

c. keputusan atas keberatan diajukan banding,
banding tersebut telah mendapat putusan yang
berisi penolakan serta tidak diajukan upaya hukum
lainnya; atau

d. putusan pengadilan pajak atas banding diajukan
upaya Peninjauan Kembali, dan atas Peninjauan
Kembali dimaksud telah mendapat putusan yang

memenangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
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